PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228
E-mail . sekretariat@pemkomedan.go.id, Website : www.pemkomedan.go.id

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

ANGCGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang :a. bahwa ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Kepala
Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
disertai penjelasan dan dokumen-dokumen
pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama,;

b. bahwa pengajuan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada
tanggal 4 September 2014 dalam rangka
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan ke dalam
kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) serta prioritas dan plafon

anggaran,




Mengingat

(]
[

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2015;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali
diubah  terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);



8.

10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 513%);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Karo, Kecamatan Pematang Bandar,
Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat [I Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat I Medan Dalam Wilavah Propinsi
Daerah Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 67);



14.

15.

16.

17!

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540 );

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan
Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor B2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);



28.

20,

30.
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32,

33.

34.

35.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan HKkeuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomeor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara  Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomeor 540};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2015;

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota
Medan  (Lembaran Daerah Kota  Medan
Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

dan
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG  ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2015.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah ....... Rp 4.683.070.115.279,00;
b. Belanja Daerah .............. Rp 4.878.165.637.279,00;

Surplus/(Defisit) .......ccorirmnnerrareeses (Rp. 195.095.522.000,00;)
¢. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan............... Rp 220.095.522.000,00;

2. Pengeluaran.............._Rp 25.000.000.000,00;

Pembiayaan Netto........coccoieiieiiiin . Rp_195.095.522.000,00;

(1)

(2)

(3)

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun Berkenaan ... Rp Nihil.

Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri
dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 1.679.237.162.801,00;
b. Dana Perimbangan sejumlah ........ Rp 1.836.715.269.085,00;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah sejumlah .........cc.ccoeiinnies Rp 1.167.117.683.393,00;

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah .................Rp 1.249,252.602.446,00;
b. Retribusi Daerah sejumlah .......... Rp 175.768.890.000,00;
¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan sejumlah ............Rp 7.405.018.825,00;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah sejumlah ...................... Rp 246.810.651.530,00;

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dan jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil sejumlah ........... Rp 233.880.988.660,00;
b. Dana Alokasi Umum sejumlah .... Rp 1.528.724.690.425,00;
c¢. Dana Alokasi Khusus sejumlah .... Rp 74.109.590.000,00;




(4)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

(3)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah .. Rp 720.580.746.393,00;
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi

Ta Tt i R WL ey Rp 401.536.937.000,00;
¢. Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau dari Pemerintah Daerah

lainnya sejumlah ..........ccccoiiiiiiiinne. Rp 45.000.000.000,00;

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah.. Rp 2.046.649.571.374,00;
b. Belanja Langsung sejumlah ..........Rp 2.831.516.065.905,00;

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai aejumlah verern.. Rp 1.906.748.804.374,00;
b. Belanja Bunga sejumlah .. ... Rp 3.000.000.000,00;
c. Belanja Hibah sejumlah ... ..Rp 118.377.923.600,00;
d. Belanja Bantuan Sosial aEJumlah .Rp 10.000.000.000,00;
e. Belanja Bantuan Keuangan

sejumlah ............ .. Rp 1.522.843.400,00;
f. Belanja Tidak Terdug se_;umiah .Rp 7.000.000.000,00;

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumiah ............. Rp 574.469.866.413,00;
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 1.176.652.246.706,00;
¢. Belanja Modal sejumlah ................ Rp 1.080.393.952.786,00;

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:

a. Penerimaan sejumlah ................... Rp  220.095.522.000,00;
b. Pengeluaran sejumlah .................. Rp 25.000.000.000,00,
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya

(SiLPA) sejumlah .. . Rp 186.395.522.000,00;
b. Penerimaan Pm;aman Daerah

sejumlah .. reenennernnrnnaenesnnennnees RP 33.700.000.000,00;

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pembiayaan:
a. Penyertaan Modal (investasi)

Pemerintah Daerah sejumlah ........ Rp 5.000.000.000,00;
b. FEmbayamn Pokok Utang

sejumlah .. Y L TS 20.000.000.000,00;



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran

yvang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, terdiri dari:
a. Lampiran| Ringkasan APBD;
b. Lampiran Il Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah
Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran [l Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;

j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset lainnya;

k. Lampiran XI Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah: dan

m. Lampiran Xlll Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

il

——
+

Pasal 6

Kondisi dikatakan dalam keadaan darurat, bila memenuhi kriteria:

a. pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan secara
biasa, karena terjadinya kerusuhan yang disertai dengan
kekeragan yang mengancam keamanan, ketertiban, dan hak asasi
manusia;

b. terjadinya bencana alam yang melumpuhkan kehidupan

perekonomian masyarakat dan fungsi pemerintahan:

bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota

Medan dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Medan: dan

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam

rangka pemulihan yang disebut oleh keadaan darurat.

o

=00
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Pasal 7
Kegiatan mendesak mencakup program dan kegiatan pelayanan
dasar masvarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya, yang apabila
ditunda akan menimbulkan kerugian yang Ilebih besar bagi
Pemerintah Kota Medan dan Masyarakat.

Pasal 8
Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannva dalam Lembaran
Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 1 Oktober 2014

WALIKOTA MEDAN,
ttd.

DZULMI ELDIN S
Diundangkan di Medan
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

i

SYATFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 8.



: ) Lampiran1  Peraturan Daerah Kota Medan
tentang APBD Kotz Medan
Tahun Anggaran 2015
MNomor : B Tahuny 2004
Tanggal : 1 Oktober 2014

PEMERINTAH KOTA MEDAN
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN Z015
NOMOR
RATLA UMLAH
URUT e g :
1 2 g
1 PENDAPATAN 4,683,070,115,279.00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.5?9,23?,1_52,%1._'3_'3_
3,31 Pandapatan Pajak Daerah 1,249,252,602,446.00
1. LR Hasll Retribusl Daersh 175, 768, 890,000.00
k. 1.3 Hasll Pengelolasn Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7,405,018 825.00
1.1.4 Laln-lain Pendapatan Asli Daerah yang Ssh _ 246.5810,651,530.00
1.2 DANA PERIMBANGAN 1,836,715,269,085.00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 233 BB0,588,660.00
R T Dana Alokasi Umum 1,516,724,690,425.00
1.3.3 Dana Alokas! Khusus _7%,105,590,000.00
13 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1 167,117,683,393.00
(e o Diana Bagl Hagll Pajak dari Provinsi dan Pemenntah Daorah Lainnya 720,550, 746,393,00
1.3, Diana Penyesuaian dan Otonomi Khugus A01,536,937,000.00
1.3 Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Deerah Lainnya 45,000,000,000.00
2 BELANIA 4,878,165,637,279.00
Z:1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,046,649,571 . 374.00
C [ B Belanja Pegawai  1,906,748,804,374.00
2.1.2 Belania Bungn 3,000,000,000.00
1.1.4 Betania Hibah 118,377,923, 60000
F el I Betania Bantusn Sosial 10,000, 000, 00,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 7.000,000,000.00
2.1.9 Botanjs Bantuan Keuangan 1,522 643,400.00
£.2 BELANIA LANGSUNG 2,831,516,065,905.00
2.2.1 Belanja Pegawai 574,468, 866,413.00
2.2 Belanj= Barang dan Jasa 1,176,652 246, 706.00
- B Belania Madal 1,080,393,952,786.00
SURPLUS / (DEFISIT) (195,095,522.000.00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 220,095,522,.000,00
: : : Siea Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelurmnya 186,395,522, 000.00
3.1 Penerimaan Pinjamsan Daerah M 33,700,000,000.00
3.2 PE
2 NGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 25,000, 000, 000, 00
. i o —
e mnyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5,000,000,000.00
; Pembayaran Pokok Uitang 20,000, D00, 006,00
PEMBIAYAAN NETTO 195,095,522,000.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0:00
Medan, 1 Oktober 2014
WALIKOTA MEDAN,
ttd
DZULMI ELDIN S.
FANCIMATAN APEL:
Y o it




